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PUTUSAN 

Nomor 126/Pdt.G/2022/MS.Mrd 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Talak antara: 

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lancang Paru, 26 Agustus 1986, agama 

Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di 

XXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Bandar Baru Kabupaten 

Pidie Jaya Provinsi Aceh sebagai  PEMOHON,    

melawan 

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Desa Kuta, 02 Februari 1988, agama 

Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Diploma 

III, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya sebagai  

TERMOHON;  

 

   

Mahkamah Syar’iyah tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di 

persidangan; 

 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 27 Juni 2022 

telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah 

Syar'iyah Meureudu, dengan Nomor 126/Pdt.G/2022/MS.Mrd, tanggal 27 Juni  

2022,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan Termohon 

pada tanggal 27 Januari 2012, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan 

Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya,Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta 

Nikah/Duplikat Nomor : 20 / 20/ I / 2012 Tanggal 27 Januari 2012; 

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan 

dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di 

Gp. Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya, setelah 7 

tahun kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang 

berada di Gp. Meunasah Lancang, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dan 

tidak kembali lagi ke rumah orang tua Termohon; 

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki 

yang bernama : 

3.1.  Muhammad Zaki Alfarisy, lahir tanggal 12-06-2014; 

3.2.  Muhammad Azzam Al-Fatih, lahir tanggal 11-10-2016; 

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan 

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit 

didamaikan sejak tahun 2019; 

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon 

semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 05 bulan Februari 2019; 

6. Bahwa Pemohon telah mengucapkan kata Talaq 3 (tiga) terhadap 

Termohon karena Pemohon merasa tidak ada percocokan terhadap 

Termohon;  

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut 

adalah karena : 

7.1.  Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon; 

7.2.  Termohon pernah mengancam akan menceraikan Pemohon; 

7.3.  Termohon tidak lagi menghargai Pemohon Sebagai Suami Termohon; 

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 

tanggal 05 Februari tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 3 

tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah 

ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon 

bertempat tinggal di Gp. Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru Kab. 

Pidie Jaya, dan Termohon bertempat di Gampong Gp. Kuta Pangwa, 

Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;  

9. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 3 Tahun, maka 

hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya 

karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya 

sebagai isteri terhadap Pemohon; 

10. Bahwa Pemohon masih tetap melaksanakan kewajiban nya sebagai 

seorang ayah untuk menafkahi anak-anak Pemohon dan Termohon;   

11. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara 

dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil; 

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah 

tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi 

karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang 

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun 

lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;  

Berdasarkan alasan–alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon 

memohon kepada Majelis Hakim yang meemriksa/ mengadili perkara aquo 

untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

Primer : 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar 

talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah 

Syar’iyah Meureudu setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap; 

3. membebankan biaya Perkara ini sesuai Peraturan yang berlaku; 

Subsider : 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono); 

 Bahwa, Pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang 

menghadap sendiri  dengan diampingi kuasa hukumnya di persidangan, akan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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tetapi Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh 

orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat 

dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

oleh Jurusita Mahkamah Syar’iyah Meureudu oleh karena itu pemeriksaan 

perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.  

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara 

menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak 

berhasil. 

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon 

tidak hadir di persidangan. 

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat 

Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh 

Pemohon; 

Bahwa, atas surat Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak 

menanggapinya karena Termohon tidak pernah datang menghadap 

persidangan . 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti  Surat sebagai berikut berupa: 

A. Surat: 

1. Fotokopi Keterangan Tanda Penduduk Nomor : 

11070126088XXXXXXXXXXXXtanggal 04-04-2016 atas nama Ismunar 

(Pemohon), yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, bukti 

surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah 

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis 

diparaf dan diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, Tanggal 27-01-

2012,  atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, 

bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta 

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua 

Majelis diberi tanda P.2 ; 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 14 hal. Putusan 126/Pdt.G/2022/MS.Mrd. 
 

 

B. Saksi: 

1. SAKSI II, umur  63 tahun, agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan 

Nelayan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah saksi 

memberi keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

adalah Ayah kandung  Pemohon; 

 Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah 

hidup rukun dirumah orang tua Termohon 

 Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah 

dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Termohon.   

 Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus 

disebabkan karena isteri selingkuh dengan laki-laki lain dan 

Pemohon telah melakukan KDRT kepada Termohon.  

 Bahwa Pemohon pernah di penjara selama 4 (empat) bulan karena 

melakukan KDRT kepda isterinya 

 Bahwa saksi ketahui tahun awal tahun 2019 Pemohon dan 

Termohon pisah rumah 

 Bahwa Pemohon keluar dari rumah Termohon dan sekarang tinggal 

bersaam saksi 

 Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan 

Termohon tinggal bersama lagi; 

 Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah 

tidak pernah ada komunikasi yang baik; 

 Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak 

berhasil; 

  Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon 

membenarkannya 

2. SAKSI I ,  umur 35 tahun, agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan 

Ibu Rumah Tangga, Tempat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah 

sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

adalah Adik kandung  Pemohon; 

 Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah 

hidup rukun dirumah orang tua Termohon 

 Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah 

dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Termohon.   

 Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus 

disebabkan karena isteri selingkuh dengan laki-laki lain dan 

Pemohon telah melakukan KDRT kepada Termohon.  

 Bahwa saksi ketahui tahun awal tahun 2019 Pemohon dan 

Termohon pisah rumah 

 Bahwa Pemohon keluar dari rumah Termohon dan sekarang tinggal 

bersaam saksi 

 Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan 

Termohon tinggal bersama lagi; 

 Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah 

tidak pernah ada komunikasi yang baik; 

 Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak 

berhasil; 

  Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon 

membenarkannya; 

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat  buktinya, Pemohon   

menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;  

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap 

dengan Permohonanya dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada 

berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini; 
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan 

saran agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, 

karena Pemohon tetap pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 

31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 dan 82 ayat (1) 

dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama; 

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir, maka upaya 

mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga 

pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan; 

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil 

permohonan Pemohon yang pada pokoknya  pemohon meminta agar 

mahkamah menceraikanan  antara Pemohon dan Termohon 

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan 

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak 

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang 

sah, meskipun, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan 

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh 

suatu alasan yang sah; 

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut 

akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan 

tersebut harus diperiksa secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 

Ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i:  
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Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia 

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul 

Qur-an II : 405) ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebani 

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, dengan 

menghadirkan bukti saksi-saksi;  

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon adalah permohonan 

perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : 

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karena itu 

yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan 

tersebut; 

 Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 

saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ; 

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda 

bukti P.1 sampai dengan P. 2 sebagaimana terurai di atas yang diajukan 

Pemohon tersebut telah di-nazegelen dengan meterai cukup, sehingga bukti-

bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 

3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 

Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis 

berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi 

syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan 

mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa 

fotokopi kartu tanda penduduk, merupakan akta otentik dengan kekuatan 
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pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht). 

Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat 

tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Mahkamah Syar’iyah 

Meureudu berwenang mengadili perkara a quo; 

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan 

tanda bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta 

Nikah Nomor Nomor : 3220 / 20/ I / 2012 Tanggal 27 Januari 2012 yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten 

Pidie Jaya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan 

Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. 

Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat 

tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende)  serta telah 

memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil 

Permohonan Pemohon dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) 

orang saksi di persidangan. Kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan 

bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 

RBg. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah 

sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdata, 

dengan demikian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil 

sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya; 

Menimbang, 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;  bahwa sejak tahun 2019 

pemohon kelaur dari rumah bersama Termohon, rumah tangga mereka tidak 

lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa 

Pemohon tidak ingin Kembali dengan Pemohon, bahwa pemohon pernah 

melakukan KDRT dengan Termohond an dipenjara salaam 4 (empat) bulan, 
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bahwa Pemohon dan termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun 

tidak berhasil,, saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil, yang 

mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling 

mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut 

ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan 

tersebut patut dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang 

pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulim 

Trienggadeng , dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 20 / 20/ I / 2012 

Tanggal 27 Januari 2012,   

2. Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak 

lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

disebabkan karenaa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan 

pemohon pernah melakukan KDRT keapda Termohon, Puncaknya 

Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, 

3. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon maupun Majelis Hakim sudah 

berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim 

mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstitutir) sesuai alasan 

permohonan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-

unsurnya yaitu: 

1. “Antara suami dan istri“: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan 

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai; 

2. “Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”: fakta hukum 

pada angka 2 tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dengan 

Termohon Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan 

sebab-sebab dan akar permasalahannya; 
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3. “Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”: 
Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum 

pada angka 3 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi 

akhirnya tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon; 

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah 

terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar 

permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari saksi-

saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha 

mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi 

perselisihan tajam, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada 

komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, 

maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga 

yang telah pecah atau broken marriage dan tidak mungkin dapat dipertahankan 

lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. al-

Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah 

warohmah. Bahkan menurut Majelis perceraian adalah solusi untuk menolak 

madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi 

norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir 

halaman 36 yang berbunyi: 

الـمـصالح جلـب على مـقـدم الـمفاسد درء  

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh 
kemaslahatan”; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu merujuk pendapat 

ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam Kitab  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan 

firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut: 

عَلِيمُ  سَمِيع   اللَ  فإَِنَّ  الطَّلاقََ  عَزَمُوا وَإنِ    
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Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui; 

        Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, Majelis Hakim 

sependapat dengan Ibarah Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Juz II 

halaman 641 yang berbunyi :  

ق    بالسا اخذ لمن ق انماالطلا                                                 

Artinya : Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)  

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka 

permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan 

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu patut dikabulkan 

dengan putusan Verstek dan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan 

Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk 

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah 

Syar’iyah Meureudu pada waktu yang akan ditentukan kemudian; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang 

perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Pemohon; 

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

Hukum Syara’ yang berhubungan dengan perkara ini; 

 

M E N G A D I L I  

1. Menyatakan Termohon yang telah panggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon  dengan verstek; 
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3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap 

Termohon (Termohon), di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Meureudu; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juli  2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Shoim, S.H.I 

sebagai Ketua Majelis Mira Maulidar, S.H.I., M.H., dan Widia Fahmi, SH. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu Marlaini., S.HI., 

M. Ag sebagai Panitera Penganti  serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya 

Termohon 

Hakim Anggota,                                             Ketua Majelis, 

 

 

Mira Maulidar,S.H.I.,M.H                            Shoim,S.H.I.                         

   

 

 

Widia Fahmi , S.H. 

 Panitera  Pengganti 

 

Marlaini., S.HI., M. Ag 

 

Perincian Biaya : 
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Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,- 

Biaya Proses : Rp 50.000,00,- 

Biaya Pemanggilan : Rp 450.000,00,- 

Biaya PBT : Rp 150.000,00,- 

Biaya PNBP  : Rp 30.000,00,- 

Biaya Redaksi : Rp 10.000.00,- 

Biaya Meterai : Rp 10.000,00,- 

Jumlah : Rp 730.000,00,- 

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah); 

 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


